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KATA PENGANTAR 

  

Dengan Mengucap Puji syukur ke Hadirat Illahi Rabbi, atas 

segala limpahan Rahmat, dan Karunia-Nya kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan Buku ini dengan judul: Metodologi 

Ilmu Pemerintahan.  

Ilmu Pemerintahan selalu menarik untuk diperbincangkan 

karena sepanjang entitas pemerintahan level manapun ada, maka 

Ilmu Pemerintahan diharapkan dapat menjelaskan berbagai gejala, 

peristiwa, dan fenomena pemerintahan yang selalu dinamis dan 

menarik untuk diteliti. 

Sebagian mahasiswa Ilmu Pemerintahan Program Sarjana 

yang dikatakan sebagai peneliti pemula seringkali dihadapkan 

pada kesulitan-kesulitan dalam mempersiapkan rencana risetnya. 

Lahirnya buku ini sebagai ikhtiar sederhana menghadirkan 

alternatif referensi untuk membekali mahasiswa dalam 

mempersiapkan tugas akhirnya dengan baik. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Metodologi Ilmu 

Pemerintahan sebagai sebuah mata kuliah adalah mata kuliah yang 

membekali mahasiswa agar dapat menghasilkan tugas akhir yang 

sesuai dengan objek forma Ilmu Pemerintahan. 

Lahirnya Metodologi Ilmu Pemerintahan diakui atau tidak 

menunjukkan bertambahnya kemandirian atau kematangan Ilmu 

Pemerintahan. Penelitian-penelitian Ilmu Pemerintahan tidak 

hanya membutuhkan pengetahuan tentang Metode Penelitian 

Sosial, jauh lebih spesifik adalah memahami Metodologi Ilmu 

Pemerintahan yang notabene bagian dari epistemologi dalam 

konteks Filsafat sebagai induknya ilmu. 

Penelitian-penelitian mahasiswa Ilmu Pemerintahan 

diharapkan memberikan kontribusi keilmuan sehingga semakin 

memperkuat dan lebih mematangkan kemandirian eksistensinya 

saat ini. 

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini sangat jauh untuk 

dikatakan sempurna, hal ini lebih dikarenakan keterbatasan 

penulis, Oleh karena itu masukan dari semua pihak atas penulisan 

buku ini sangat diharapkan guna memperbaiki semua yang tersaji.  
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BAB 

1 
 

A. Konsep Ilmu dan Pengetahuan 

Kajian tentang Metodologi Ilmu Pemerintahan termasuk 

dalam tataran filsafat ilmu. Oleh karena itu, sebelum berbicara 

lebih lanjut mengenai hal tersebut, perlu terlebih dahulu dibahas 

mengenai pengertian dan ciri-ciri ilmu, sehingga akan diperoleh 

kesamaan titik pandang. 

Ada sebuah ungkapan populer bahwa sebuah ilmu itu 

berawal dari filsafat kemudian menjadi ilmu dan berakhir 

dengan seni. Saat ini, Ilmu Pemerintahan dapat dikatakan 

sebagai sebuah Seni. Ilmu sudah pasti pengetahuan, tetapi tidak 

semua pengetahuan dapat dikatakan Ilmu. 

ILMU, PENGETAHUAN DAN 

PERKEMBANGAN 

PARADIGMATIK ILMU 

PEMERINTAHAN 
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BAB 

2 
 

A. Kebenaran Ilmiah 

Manusia berusaha mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan demi memperoleh kebenaran, baik kebenaran 

ilmiah maupun kebenaran sejati. Sesuai dengan obyek ilmu yang 

bersifat empiris maka kebenaran yang dicari ilmu adalah 

kebenaran ilmiah. Seiring dengan perkembangan ilmu di dunia, 

teori pemerintahan pun mengalami pasang surut. Ketika masa 

reformasi di Indonesia, sejumlah teori dan paradigma 

pemerintahan yang digunakan selama ini dipertanyakan karena 

tidak mampu membantu menjelaskan gejala dan peristiwa 

pemerintahan yang ada. oleh karena itu, pemahaman konsep 

pemerintahan harus dilihat dalam gejala yang komprehensif. 

KEBENARAN 

ILMIAH DAN 

METODOLOGI 
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BAB 

3 
 

A. Penelitian Pemerintahan 

Secara khusus dapat dijelaskan penelitian pemerintahan 

adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menguji: gejala, peristiwa, fenomena, dan dinamika 

pemerintahan guna menciptakan kebenaran ilmu pemerintahan 

dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik secara 

koherensi, korespondensi dan pragmatis yang berangkat dari 

pemikiran sistematis dengan kekuatan teoretik, legalistik, 

empirik, dan inovatif. 

Jika melihat pengertian Penelitian Pemerintahan di atas, 

maka penelitian pemerintahan harus memiliki unsur: 

1. Tidak terlepas dari Kewenangan dan Pelayanan Publik. 

2. Menampilkan kebenaran: koherensi, korespondensi, dan 

pragmatis.  

3. Memiliki kekuatan berpikir dalam: teoretik, legalistik, 

empirik, dan inovatif. 

RUANG LINGKUP 

PENELITAN 

PEMERINTAHAN 
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BAB 

4 
 

A. Analisis Metodologi Ilmu Pemerintahan Reformatif 

Sejak berhentinya Presiden Soeharto tahun 1998, bergulir 

isu-isu reformasi nasional di Indonesia dalam berbagai bidang 

pembangunan, termasuk isu-isu reformasi pemerintahan baik di 

tingkat pusat maupun daerah. 

Sampai dengan saat ini, isu-isu tersebut terus 

berdinamika, terutama di tingkat daerah. Dinamika isu-isu 

pemerintahan ini merupakan fenomena, masalah, dan/atau 

permasalahan penelitian yang menarik untuk dikaji secara 

tematik dan berkelanjutan. 

Tema-tema kajian pemerintahan bisa ditelusuri baik 

secara perspektif metodologi-ilmu maupun konseptual-teoretik; 

selain itu bisa juga secara ragam aspeknya. 

Aspek-aspek dan/atau dimensi-dimensi pengkajian yang 

selama ini seringkali memberi kontribusi pengayaan pada kajian 

Ilmu Pemerintahan adalah dari studi filsafat, studi ideologi, ilmu 

politik, ilmu administrasi publik, studi kebijakan publik, 

sosiologi, psikologi, ilmu hukum tata negara, studi pertahanan 

dan keamanan, ilmu ekonomi, dan statistika baik dalam konteks 

di negara Indonesia maupun di negara lain. 

Pada umumnya, reformasi pemerintahan akan 

meninggalkan nilai-nilai pemerintahan yang lama yang 

kemudian akan memunculkan bahkan membutuhkan nilai-nilai 

pemerintahan yang baru. 

Metodologi Ilmu merupakan studi tentang metode-

metode ilmiah untuk mengkaji pengetahuan secara ilmiah 

METODOLOGI ILMU 

PEMERINTAHAN 

REFORMATIF 
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BAB 

5 
 

A. Pengertian Konsep 

Konsep dapat didefinisikan sebagai kata-kata 

´3HQJJDPEDUµ� \DQJ� XQLYHUVDO�� .RQVHS�merupakan salah satu 

simbol yang paling penting dalam bahasa. Suatu konsep adalah 

abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau 

suatu fenomena tertentu. 

Oleh sebab itu konsep dapat diartikan pula sebagai hasil 

berpikir abstrak manusia yang merangkum banyak pengalaman, 

atau merupakan generalisasi sekelompok fenomena yang 

menggambarkan berbagai fenomena yang sama.  

Contoh Konsep: 

1. Ilmu Politik��´.HNXDVDDQµ��´'HPRNUDVLµ��´5HYROXVLµ��GOO� 

2. Sosiologi�� µ� ´6WDWXV� 6RVLDOµ�� µ0RELOLWDV� 6RVLDOµ�� ´$OLHQDVLµ��

dll. 

3. Ekonomi��´,QIODVLµ��´5HVHVLµ��GOO� 

4. Ilmu Pemerintahan�� ´2WRQRPLµ�� ´'HVHQWUDOLVDVLµ��

´'HNRQVHQWUDVLµ��´3HOD\DQDQ�3XEOLNµ��GOO� 

Jadi, konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang 

melambangkan suatu gagasan. Konsep digunakan dalam 

keseharian untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks 

dengan mengkatagorikan hal-hal yang ditemui berdasarkan ciri-

ciri yang relevan. 

Setiap disiplin ilmu mengembangkan konsep-konsepnya 

sendiri. Bagi Ilmuwan, konsep-konsep merupakan bahasa 

komunitasnya. Konsep dalam ilmu sosial menunjuk pada sifat-

sifat dari objek yang dipelajarinya misalnya (orang, kelompok, 

KONSEP DAN 

TEORI ILMU 

PEMERINTAHAN 
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BAB 
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A. Fakta dalam Ilmu Sosial 

Ilmu Sosial sebagai suatu bidang studi mempunyai 

struktur, materi, sasaran dan metode yang berkarakteristik khas. 

Hakikat Ilmu Sosial mempunyai makna: ruang, waktu dan 

nilai/norma yang terkait dengan fakta, konsep dan generalisasi. 

Tujuan Ilmu adalah membangun pengetahuan yang 

bersifat teoritis untuk dapat menjelaskan kenyataan empiris 

yang ada (Eksplanasi). Untuk mencapai tujuan ilmu perlu 

memahami gejala/fenomena yang terjadi dan menatanya, 

sehingga muncul konsep (Konseptualisasi). Gejala/fenomena 

tersebut diklasifikasi/ dikategorisasikan sehingga bisa dipahami 

dan tidak kontradiktif dengan logika. 

Fakta merupakan kejadian atau suatu hal yang sifatnya 

berdiri sendiri. Kenyataan ini sering kita ketahui dan perlu 

dipahami sebagai bahan kajian yang penting untuk: diamati, 

dikaji, dan dianalisis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Ciri-ciri fakta: 

1. Dapat dibuktikan kebenarannya  

2. Memiliki data yang akurat misalnya tanggal, tempat waktu 

kejadian  

3. Memiliki narasumber yang dapat dipercaya  

4. Bersifat objektif (apa adanya tidak dibuat-buat) dilengkapi 

data 

5. Sudah dipastikan kebenarannya  

6. Menunjukan peristiwa yang sudah terjadi  

7. Kenyataan 

GENERALISASI 

DALAM ILMU 

PEMERINTAHAN 
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A. Metode Studi Perbandingan 

Menurut Nazir (2005:58) penelitian komparatif adalah 

sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara 

mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-

faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena 

tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau 

lebih dari suatu variabel tertentu. 

Menurut Hudson (2007:3) metode komparatif dilakukan 

untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau 

lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan 

kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode 

komparatif peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang 

sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau 

terjadinya suatu fenomena tertentu. 

Menurut Surakhman (1986:84) mengatakan bahwa: 

´.RPSDUDsi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha 

mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-

akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan 

dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan 

membandingkan dari faktor satu ke faktor yang lain. 

Menurut Lipjhart (2007: 158) studi komparatif berfokus 

pada variabel yang bersifat sistematik yaitu variabel yang 

bersifat makro. Hal ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih 

general dan luas apabila dibandingkan dengan variabel lainnya. 

Studi perbandingan lebih menekankan pada observasi sosial 

yang bersifat tidak terbatas pada teritorial tertentu. 

METODE STUDI 

PERBANDINGAN 
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A. Pendekatan Kelembagaan 

Tanpa disiplin ilmu lainnya, Ilmu Pemerintahan tidak 

akan mampu menerangkan gejala-gejala pemerintahan yang 

terjadi. Oleh sebab itu, sosiologi, ilmu politik, ilmu hukum 

(terutama hukum tata negara), ilmu administrasi negara sangat 

berguna dalam analisa pemerintahan. 

Penggunaan pendekatan-pendekatan dalam menganalisa 

dan memahami gejala-gejala pemerintahan itu bertujuan untuk: 

1. Mempelajari pemerintahan dengan membatasi jaringan ide-

ide atau gagasan yang umum serta memfokuskan kepada 

hal-hal yang spesifik. 

2. Mengorganisir konsep sehingga mencerminkan keterkaitan 

perkembangan ilmu pemerintahan. 

3. Sebagai dasar ilmu pemerintahan, kita menganggap prinsip-

prinsip tentang pemberdayaan, pelayanan dan 

pembangunan akan membuka kerangka yang harus dicapai 

oleh pemerintah. 

Pendekatan kelembagaan biasanya digunakan dalam 

ilmu politik daan mulai aberkembangnya sebelum Perang Dunia 

II. Dalam pendekatan ini, negara atau pemerintah sebagai body 

of politics menjadi fokus utama dengan menonjolkan segi 

konstitusional dan yuridis. 

Bahasan pendekatan institusional misalnya menyangkut: 

1. Sifat UUD 

2. UU tentang Pemerintahan Daerah   

PENDEKATAN 

KELEMBAGAAN 

DAN PERILAKU 
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A. Pendekatan Legalistik dan Ciri-cirinya 

Ilmu Pemerintahan di Indonesia awalnya dikembangkan 

sebagai bagian dari ilmu hukum. Sehingga tidak mengherankan 

apabila kajian ilmu pemerintahan dapat dilakukan melalui 

pendekatan legalistik (legalistic approach). Pemerintahan adalah 

gejala yang sah (kewenangan), sehingga kegiatan pemerintahan 

selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Salah satu gejala dan peristiwa pemerintahan yang dapat 

dilihat dari pendekatan legalistik adalah pada saat: membuat 

kebijakan, memberikan pelayanan, dan menegakkan aturan. Di 

tingkat nasional wujudnya berupa aktivitas oleh polisi dan 

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di tingkat daerah adalah 

Satpol PP dan PPNSD. 

Pendekatan legalistik adalah salah satu cara untuk 

melihat gejala dan peristiwa dri sudut pandang aturanaturan 

formal. Hal tersebut sekaligus menjadi ciri yang membedakan 

ilmu pemerintahan dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kajian-kajian 

pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peraturan 

perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur 

berjalannya pemerintahan. 

Ciri-ciri pendekatan legalistik dalam mempelajari ilmu 

pemerintahan adalah sebagai berikut: 

1. Melihat gejala dan peristiwa pemerintahan dari dasar hukum 

yang mengaturnya (hukum positif). 

PENDEKATAN 

LEGALISTIK 
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A. Pengertian dan Ciri-ciri Pendekatan Sistemik 

Pemerintahan pada semua tingkatan pada dasarnya 

adalah sebuah sistem. Sistem adalah himpunan dari komponen 

yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu 

kesatuan yang bulat dan utuh. 

Diantara komponen-komponen terdapat hubungan 

fungsional untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan 

demikian, sebuah sistem meliputi:  

1. Komponen-komponen atau unsur-unsur  

2. Masing-masing komponen mempunyai hubungan 

fungsional  

3. Komponen-komponen tersebut tersusun sedemikian rupa 

sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh untuk 

semua tujuan tertentu yang akan dicapai. 

Analogi berikut dapat membantu menjelaskan pengertian 

sistem. Sebuah jam dinding merupakan sebuah sistem yang 

terdiri dari sejumlah bagian atau komponen baik yang kecil 

maupun yang besar. Komponen-komponen jam tersebut belum 

membentuk sebuah jam apabila belum diatur dengan cara atau 

metode tertentu, guna mencapai tujuan atau kegunaan dari jam 

tersebut yang merupakan sebuah sistem yaitu menunjukkan 

waktu baik tanggal, hari, bulan, tahun, jam , menit dan terkecil 

detik. Komponen-komponen yang ada saling berinteraksi, saling 

mempengaruhi dengan cara sedemikian rupa, hingga terwujud 

kerjasama sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem. 

PENDEKATAN 

SISTEMIK 



103 

 

BAB 

11 
 

A. Studi Pendahuluan 

Sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya, 

peneliti menjajaki kemungkinan apakah penelitian dapat 

dilanjutkan atau tidak. Studi pendahuluan dilakukan untuk 

mempertajam arah studi utama, yaitu mencari informasi yang 

diperlukan oleh peneliti agar masalahnya menjadi lebih jelas 

kedudukannya. 

Penelitian pemerintahan yang benar dan paripurna 

senantiasa harus berangkat dari masalah, bukan dari judul. 

Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif 

dalam Ilmu Pemerintahan sebaiknya selalu berangkat dari 

masalah, bukan dari judul. 

Hal tersebut menjadi pondasi dasar agar terjadi korelasi 

pola pikir peneliti dengan objek penelitiannya karena dirasakan 

agar semua peneliti mengadakan penjajagan mengenai 

kemungkinanterus atau terhentinya keinginan kuat peneliti 

untuk mengadakan penelitian. 

Penelitian pendahuluan dilakukan oleh peneliti terutama 

untuk menjejaki dapat tidaknya suatu penelitian dilaksanakan 

di daerah itu. Dengan alasan itu, maka penelitian pendahuluan 

ini sering disebut dengan feasibility study (studi kemungkinan). 

Berangkat dari studi pendahuluan, akan mengajarkan peneliti 

untuk mengetahui apakah rencana penelitiannya memang 

masih ada kemungkinan untuk dilaksanakan atau tidak. Jika 

memang dari hasil penelitian pendahuluan tersebut tampak 

bahwa rencana penelitiannya lebih baik dihentikan daripada 

KONSEP 

PENDAHULUAN 

DALAM PENELITIAN 

PEMERINTAHAN 
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A. Pemahaman Studi Kepustakaan dalam Penelitian 

Pemerintahan 

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan 

tertentu, dimana secara umum penelitian haruslah memiliki sifat 

sebagai berikut: 

1. Penemuan; merujuk pada data yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang diharapkan menghasilkan data yang benar 

dan belum pernah ada sebelumnya.  

2. Pembuktian; data yang diperoleh itu dipergunakan untuk 

membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi 

atau pengetahuan tertentu.  

3. Pengembangan; hasil sebuah penelitian merupakan 

pendalaman dan perluasan pengetahuan yang telah ada 

maupun yang baru. 

Jika berbicara mengenai studi kepustakaan, mahasiswa, 

peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan maupun ilmuwan 

lainnya sering menganggap bahwa studi kepustakaan adalah 

´VHJDOD�VHVXDWX�\DQJ�EHUKXEXQJDQ�GHQJDQ�EXNXµ�VHKLQJJD�SDUD�

LOPXZDQ� PHQJDQJJDS� EDKZD� ´VWXGL� NHSXVWDNDDQµ� ELVD�

GLDQJJDS� VHEDJDL� ´WLQMDXDQ� SXVWDNDµ� WHWDSL� EDQ\DN� MXJD�

LOPXZDQ� \DQJ� PHQJDQJJDS� EDKZD� ´VWXGL� NHSXVWDNDDQµ� LWX�

OHELK�EHVDU�GDQ�OHELK�GDODP�GDUL�KDQ\D�VHNHGDU�VHEXDK�´WLQMDXDQ�

SXVWDNDµ�� QDPXQ� DGD� \DQJ� OHELK� KHEDW� ODJL� GLPDQD� EDQ\DN�

LOPXZDQ�PHQJNODVLILNDVLNDQ�´WLQMDXDQ�SXVWDNDµ�VHEDJDL�EDJLDQ�

GDUL�´VWXGL�GRNXPHQWDVLµ 

KONSEP TINJAUAN 

PUSTAKA DALAM  

PENELITIAN 

PEMERINTAHAN 
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A. Data dan Jenis Data Penelitian Pemerintahan 

Pada umumnya aktivitas penelitian baik penelitian sosial 

maupun penelitian pemerintahan tidak akan terlepas dari 

keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk 

memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data 

adalah kumpulan datum (data tunggal) dari banyaknya fakta 

empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan 

memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. 

Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang 

dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama 

kegiatan penelitian berlangsung. 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat 

dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:  

1. Data Primer; data yang diperoleh/dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya yang sifatnya 

up to date. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkannya, 

misalnya: observasi, wawancara, Focus Group Discussion 

(FGD), Angket.  

2. Data Sekunder; data yang diperoleh/dikumpulkan oleh 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai 

tangan kedua), misalnya: RPJMD, Data daerah dalam Angka, 

buku, laporan, jurnal, prosiding, dll. 

Data sekunder dapat dipergunakan untuk:  

1. Pemahaman Masalah; sebagai sarana pendukung untuk 

memahami masalah yang akan diteliti.  

KONSEP DATA DAN 

ANALISIS DATA 

DALAM PENELITIAN 

PEMERINTAHAN 
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A. Substansi Pembahasan 

Membicarakan Pembahasan dalam penelitian adalah 

membicarakan bagian yang dianggap paling sulit. Pada bagian 

inilah sesungguhnya kita mempertemukan antara teori yang 

digunakan dengan temuan data/fakta di lapangan. 

Ketika mempertemukan antara teori yang digunakan 

dengan temuan data/fakta di lapangan, maka penguasaan 

terhadap teori dan data/fakta yang ditemukan di lapangan 

menjadi keniscayaan. Dengan menguasai kedua hal tersebut, 

substansi pembahasan akan sangat menarik dan berpotensi 

besar memberikan kontribusi terutama terhadap pengembangan 

keilmuan. 

Seringkali Pembahasan WHUOLKDW� GDQJNDO� GDQ� ´6DQJDW�

7LGDN�0HQDULNµ��ELDVDQ\D�GLVHEDENDQ�NDUHQD� WLGDN�PHQJXDVDL�

kedua hal yang disebutkan tadi (teori dan data/fakta di 

lapangan).  

Oleh karenanya keseriusan, kegigihan, dan ketelitian 

dalam pengumpulan data/fakta di lapangan menjadi hal yang 

sangat penting dilakukan oleh peneliti, terlebih karena 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. 

Pembahasan yang umumnya terletak pada BAB IV, 

memiliki relevansi dengan BAB lainnya sejak awal, misalnya 

dengan: 

1. Rumusan Masalah pada BAB I, bagian ini sebagaimana 

dijelaskan pada materi sebelumnya merupakan interest 

peneliti (hal yang ingin dicari jawabannya oleh peneliti).  

KONSEP PEMBAHASAN 

DALAM PENELITIAN 

PEMERINTAHAN 
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A. Konsep Kesimpulan dalam Penelitian Pemerintahan 

Dari judul penelitian, akan diperoleh suatu petunjuk 

bahwa kesimpulan dalam penelitian bukanlah suatu karangan 

atau diambil dari pembicaraan-pembicaraan lain, akan tetapi 

merupakan hasil dari suatu proses WHUWHQWX�� \DLWX� µPHQDULNµ��

GDODP�DUWL�µPHPLQGDKNDQµ�VHVXDWX�GDUL�VDWX�WHPSDW�NH�WHPSDW�

yang lain. 

Isi kesimpulan penelitian lebih bersifat konseptual dan 

harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan penelitian terikat 

secara substantif dengan temuan-temuan penelitian yang 

mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kesimpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan, 

namun yang benar-benar relevan dan mampu memperkaya 

temuan penelitian yang diperoleh. Kesimpulan penelitian 

merangkum semua hasil penelitian yang telah diuraikan secara 

lengkap dalam bab IV hasil penelitian. 

Tata urutannya hendaknya sama dengan yang ada di 

dalam bab IV. Dengan demikian konsistensi isi dan tata urutan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil yang diperoleh, dan 

kesimpulan penelitian tetap terpelihara. 

Sangat keliru, apabila peneliti membuat kesimpulan yang 

bertujuan untuk menyenangkan hati pemesannya dengan cara 

memanipulasi data. Dalam rumusan masalah, peneliti 

mengajukan pertanyaan dirinya tentang hal-hal yang akan dicari 

jawabannya melalui kegiatan penelitian. Sehubungan dengan 

KONSEP KESIMPULAN 

DAN SARAN DALAM 

PENELITIAN 

PEMERINTAHAN 
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